BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas terdapat simpulan sebagai berikut :

1. Peranan alat bukti saksi dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri
Kelas 1B Pariaman sangatlah signifikan dalam proses pengadilan untuk
menegakkan kebenaran fakta yang menjadi pokok perselisihan. Saksi
berperan sebagai salah satu alat bukti yang memberikan keterangan lisan
tentang kejadian atau fakta yang terjadi dalam suatu perkara hukum. Dengan
kesaksian mereka, pengadilan dapat memperoleh pandangan langsung
tentang kronologi kejadian, penjelasan konteks, dan pengalaman pribadi
yang relevan dengan persengketaan yang sedang disidangkan. Kredibilitas
dan kejelasan kesaksian saksi sangat penting dalam membantu hakim
membuat keputusan yang adil dan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Oleh
karena itu, proses pemeriksaan saksi harus dilakukan secara teliti dan
terstruktur untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari saksi

dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam mencari keadilan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan saksi sebagai alat bukti
dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman
mencakup masalah kesesuaian kesaksian dengan fakta yang diperdebatkan
serta kredibilitas dan kepercayaan diri saksi. Upaya untuk mengatasi
kendala ini mencakup penggunaan bukti lain, penggunaan persangkaan dan
pengakuan, serta penggunaan sumpah. Dengan menerapkan upaya-upaya

ini, diharapkan dapat mendukung proses pencarian kebenaran dalam
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penyelesaian perselisihan hukum di Pengadilan Negeri Pariaman.
B. Saran

1. Penyediaan Pelatihan Rutin bagi Saksi: Pengadilan Negeri Kelas 1B
Pariaman dapat menyelenggarakan pelatihan rutin bagi calon saksi dan saksi
yang akan memberikan kesaksian di persidangan. Pelatihan ini harus
mencakup etika kesaksian, teknik menjawab pertanyaan dengan jelas dan

tepat, serta pentingnya kejujuran dalam memberikan keterangan.

2. Penggunaan  Teknologi untuk  Mendukung Bukti  Tambahan:
Mengimplementasikan penggunaan teknologi seperti rekaman audio atau
video, serta dokumen elektronik, untuk mendukung bukti-bukti tambahan
yang relevan dengan kesaksian saksi. Hal ini dapat memperkuat keabsahan

dan kejelasan informasi yang disampaikan oleh saksi di pengadilan.

3. Peningkatan Pengawasan dan Kualitas Pemeriksaan Saksi: Meningkatkan
pengawasan terhadap proses pemeriksaan saksi di pengadilan untuk
memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara teliti dan tidak memihak.
Hakim dan pengacara harus mengajukan pertanyaan yang relevan dan
mendalam, serta memastikan bahwa semua aspek keterangan saksi telah

terungkap dengan jelas.

4. Perlindungan Terhadap Hak dan Keamanan Saksi: Menjamin perlindungan
yang memadai terhadap hak dan keamanan fisik saksi dari tekanan atau
ancaman yang mungkin timbul akibat kesaksiannya di pengadilan. Ini
termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah intimidasi terhadap

saksi yang dapat mengganggu kejujuran kesaksian mereka.
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